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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 16 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 21
TAHUN 2002

TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2002,
dimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) dinyatakan bahwa Modal Disetor
untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara
bertahap dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Kota Bandung, maka diperlukan upaya berupa penambahan modal
disetor untuk memenuhi modal dasar yang berasal dari sumber-sumber lainnya
selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Nomor 21
Tahun 2002 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan
Wilayah/Daerah);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun
1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041 Jo.
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4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 Jo.
Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3790);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4357);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Undnag-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pekerja/Serikat Buruh
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Sosial
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3520);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
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